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Abstrak
 

Penelitian ini mengkaji urgensi penerapan perampasan aset terhadap pejabat publik yang memiliki kekayaan

yang tidak dapat dijelaskan (unexplained wealth) di Indonesia, dengan memperbandingkan mekanisme yang

diterapkan di Australia dan Filipina. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan

pendekatan undang-undang, historis, dan komparatif. Di Australia, perampasan aset dilakukan melalui

mekanisme Unexplained Wealth Order (UWO), yang memungkinkan penyelidikan dan perampasan aset

yang tidak dapat dibuktikan asal-usulnya. Filipina, melalui Republic Act No. 1379, juga memiliki

mekanisme perampasan untuk aset yang dianggap tidak sah atau tidak sesuai dengan pendapatan pejabat

publik. Kedua negara ini menunjukkan bahwa perampasan aset NCB dapat menjadi instrumen efektif dalam

mencegah dan menanggulangi praktik pengumpulan kekayaan yang tidak sah oleh pejabat publik.

Perbandingan ini memberikan pelajaran penting bagi Indonesia, yang masih menghadapi tantangan dalam

menanggulangi praktik pengumpulan kekayaan tidak sah di kalangan pejabat publik. Penelitian ini

merekomendasikan penerapan model Unexplained Wealth Order (UWO) yang disesuaikan dengan konteks

sistem hukum Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi atas ketidakjelasan asal-usul

kekayaan pejabat publik dengan mekanisme perampasan yang adil, efektif, transparan, dan akuntabel.

......This research examines the urgency of implementing asset forfeiture against public officials with

unexplained wealth in Indonesia, by comparing mechanisms applied in Australia and the Philippines. The

research employs doctrinal research methods with a legislative, historical, and comparative approach. In

Australia, asset forfeiture is carried out through the Unexplained Wealth Order (UWO) mechanism, which

enables the investigation and forfeiture of assets whose origins cannot be proven. The Philippines, through

Republic Act No. 1379, also has a forfeiture mechanism for assets deemed unexplained or unlawfully

acquired asset of public officials. Both countries demonstrate that NCB asset forfeiture can be an effective

instrument in preventing and addressing the accumulation of unexplained wealth by public officials. This

comparison provides valuable lessons for Indonesia, which continues to face challenges in addressing the

unlawful accumulation of wealth among public officials. This research recommends the adoption of the

Unexplained Wealth Order (UWO) model, adapted to the context of Indonesia’s legal system. It is expected

that this model can offer a solution to the ambiguity surrounding the origins of public officials' wealth

through a fair, effective, transparent, and accountable forfeiture mechanism.
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